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PENDAHULUAN
1. Umum

a.-Indonesia sebagal ‘negara ‘hukum se-
bagaimana telah -diatur dalam Undang-undang
Dasar 1945, telah menjamin kepastian hukum
dan perindungan hukum bagi setiap warga
negara Indonesia. Selain itu dijamin per-
%mdungan hak-hak asasi manusia telah diatr
secara legas pula dalam Undang- unrjaag Dasar
1945 ‘yang ‘dijabarkan dalam’ Undang undang
Nomor 13" Tahun 1961 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kepolisian Negara R,
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ten-
tang Kelentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara ‘Pidapa {(Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76) dan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1990 tentang ' Peradilan: ’I‘ata Usaha
Negara

" b. Perlindungan hak-hak asasi manusia
seperti yang diatur “dalam Undang-undang
Hukum Acara Pidana, dapat teclibat dari mun-
culnya beberapa lembaga baru yang dahulu-
nya tidak pernah ada atau tidak diatur dengan
tegas, lembaga-lembaga baru tersebut antara
lain: pengaturan tentang hak-hak tersangka,
pengaturan tentang hak-hak terdakwa, bantu-
an hukum bagt tersangka atau terdakwa, pe-
nangkapan atau penahanan dengan pembatas-

keputusan pengadilan, lembaga Peradilan:Tata
Usaha Negara, lembaga peninjavan kembali
perkara-perkara yang: telah mempuuyas ke-
kuatan hukum yang tetap dan pasti.

“¢. Dengan adanya lembaga-lembaga: ter-
sebut di atas merupakan hal vang “meng-
gembirakan. Namun ‘masih tampak “dalam
praktek hukum sehari-hari, adanya berbapgai
penyimpangan yang terjadi vang pada. ke-
nyataannya : sangat merugikan ‘bagi  mereka
yang mendambalkan keadilarn. :

d. Sebagai sarana perlindungan ‘hak-hak
asasi manusia, KUHP sebenarnya telab’ cukup
humanise, namun dalam pelaksanaannya,"'te'r—
utama dalam kegiatan upaya paksa tidak
jarang lerjadi penyimpangan dari aturan :yang
berfaku, sehingga terjadi pelanggaran terhadap
halk-hak asasi. gt

e. Agar dapat lebih menjamin periindmg-
an terhadap hak-hak asasi daripada tindakan
penegak hukum yang menyimpang dari aturan
yang bertaky, kiranya dapat diwujudkan pem-
bentukan  suatu” Dewan - Pengawasan Per-
lindungan. dan Peningkatan Penghmmaian
tethadap HAM.

PERLINDUNGAN TERHADAP
HAR-HAK ASASE MANUSIA

2. a. Sejarah perkembangan hak-hak asasi
manusia dapat ditelusuri sejak adanya Magna

P L S terteni; baui; Im._xub;an rive)
rehabilitasi melalut praperaditan, lembaga pra-
peradilan, penggabungan perkara pidana dan
perkara perdata dalam hal ganti kerugian,

lembaga koncksitas, pelaksanaan pengawasan
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Eharta- 1215 The-Petitdon-of-Righs-1628-Bilt
of Rights and Act of Setlement, 1689, vang
merupakan dasar utama bagi supremasi Par-
lemen sebagai pembatasan atas kekuasaan raja
vang absolut.




‘b /Sejak Virginian Declaration, 1776, The
-Amencan Declaration of Independence dan

- Bill, of: Rxghts dalam  bentuk Amandemen
. Konstitusi- kesepuluh pertama dan The Decla-

-'_mtxon of the Rights of Man and the Citizens
" yang disahkan oleh Majelis Nasional Prancis
pada tahun’ 1789, pengakuan secara tegas dan

- perlindungan khusus terhadap hak-hak funda-
. mentalmanusia  di
S 'berbaga' ‘negara telah menjadi prinsip .umum
- dari huku_"'

: 'jtaza negara .di negara- negara yang

_-beradab S

e 'Penﬂakuan bertahap terhadap hak-hak
‘asasi manusia teiaﬂ puia secara tidak Eangsung

memainkan peranan pentzng dalam hukum

mtemasxonal Konsep {enzang hak—hal{ yang

hukum alam ‘melalii Grotius dan para sar;ana
. lainnya telah membentuk hukum mtemaswna[
modern

d. The Universal Declaration of Human
Rights. Deklarasi ini diterima oleh Majelis
Umum . PBBipada tanggal 10 Desember 1948
lanpa adanya suara yang menentang, kecuali 7
negara. yang. abstain. Deklarasi ini tidak di-
maksudkan . sebagai dokumen yang mengikat
secara hukum tetapi sebagaimana dmyatakan
dalam preambuinya merupakan  "standar
umum yang harus dicapai oleh semua orang
dan Semua bang*-a“ Dari 30" pasal Deklarasi
mencakup secara luas tentang hak-hak mulai
dati kemerdekaan dan keamanan pribadi (Ps.
3), persamaan di depan hukum (Ps. 7), hak
membela dirf - (Ps. 9 dan 10), larangan pe-
nyiksaan (Ps. 5), campurtangan urusan pribadi
secara ;sewenang-wenang (Ps,
perlindungan  kebebasan berserikat (Ps, 13),
hak-suara (Ps. 14), hak mengemukakan pen-
dapat (Ps. 19), keyakinan dan agama (Ps. 18)
dan berkumpul (Ps. 20). Perlu juga dicatat
bahwa Deklarasi mencakup hak-hak sosial
ekonomi seperti hak memperoleh pekerjaan
dan upah yang sama (Ps. 23), hak mem-
peroleh jaminan sosial (Ps. 25), dan hak mem-
perolel pendidikan (Ps. 26). Meskipun Dekla-

dalam  Konssitusi - dari

123, hak-hak-

dari prakiek. Deklarasi ini sangat berpengaruh_":_'.'-.. |

terhadap ‘konstitusi dari banyak negara ter-
hadap - formulasi
resolusi-resolusi mengenai hak azasi manusia: '~

3. Hak azasi Manusia dalam Pancasila dan.'-_ =
JUD 1945,

a. Masalah pedindungan dan peng-'._ -
hormatan - terhadap - hak-hak azasi manusiz -

jelas tercantum dalam Pancasila di mana salah L
satu sita dari Pancasila adalah kemanusiaan -
yang adil dan beradab, Pancasila men]un]ung"._::_-"f_'
tinggi harkat dan marabai manusia sebagai’
makhluk Tuhan yang paling mulia dan palzng S

sempurna

b. Undang-undang Dasar 1945 men;amm
bahwa hukum yang d]teraphan di indones:a._
adalah sama bagi semua orang atau tidak ada
seorangpun yang memiliki kekebalan hukum. :
Hal ini diatur dalam pasal 27 (1) yang me-
nyaldkan: "Segala warpa negara bersamaan
kedudukan di dalam hukum dan pemerintah-
an dan  wajib menjunjung  hukum  dan
pemerintahan dengan tidak ada kekecualian”,

o c Sc:lan;umya dalam Undang-Undang Da-
sar 1945 juga dicanumkan beberapa pasal
yang memberikan perlindungan dan peng-
hormatan tethadap hak-hak azasi 'manusia,
yaitu tentang hak aias pekerjaan dan peng-
hidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal
27 ayat 2), kemerdekaan berserikat dan ber-
kumpul, ‘mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan (pasal 28), kemerdekaan untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaan
(pasal 29 ayat 2), hak mendapat pengajaran
(pasat 31}, fakir miskin dan anak-anak ter-
fantar dipelihara oleh negara (pasal 34).

UPAYA PAKSA DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA
PENYIMPANGAN DALAM
PELAKSANAANNYA

4, Upaya Paksa

rasrersE bt bR AT TS O VA iRy
secara “hukum, namun pada kenyataannya
menjadi mengikat, baik melatui kebiasaan atau
prinsip-prinsip umum hukum atau berdasar-
kan interprestasi tentang Piagam PBB sendiri

a. 2ei dmn KUHAY berusaba mencegah
digunakannya dengan mudah upaya paksa.
Upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan
yang terpaksa dilakukan demi kepentingan
umum yang lebih luas. Motivasi dan urgensi
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perjanjian-perjanjian dan S




B di__in;_ro_d_tjsi_r_r’iya - pasal-pasal “KUHAP - tentang

upaya:paksa ‘merupakan perwujudan adanya
-perlindungan ' dan ‘jaminan terhadap bak-hak
-azasi manusia adanya  persyaratan: dan pem-
~batasan yang ketat dalam penggunaan upaya
--.paksa ketatnya - pengawasan “dan ~adanya
" lembaga pra-peradilan merupakan ‘bukti yang
_leblh konkrit lagi. .0 .

bl Wujud: daupada up’lya paksa Iersebut
: tampak sebagalmana tercantum pada
-_1) Pasal 5; R =
a). Penyehdlk sebagaxmana drmaksud pa—
5314 : _
'(1} Karena kewapbannya mcmpunyal
wenang:

Wé—

(a) Menersma 1aporan amu pengaduan dari

" seorang Eentang adanya Undak pidana;

(b) Mencan keterangan dan bar'mg bukti;

(c) Menyuruh berhenti seorang vang dicurigai
+dan -menanyakan. sera memerlksa tanda
pengenai diri;: :

{d) Mengadakan tindakan lzin menurut hukum
yang benanggung ]ﬁWﬂb Y

(2) Atas permtah penyndlk d’lp’lt melakukan

tmdakan berupa; .

() Penangkapan Eamng’m memnggqliﬂn tem-
pat, penggeledahan dan penyitaan.

(b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.

{c) Mengambni 51d1k jari cfar; memotret - se-
orang. :

)] Membawa dan menghadaphan seorang

' pada penyidik,
-b).. Penyidik: membuat dm menyampaikan

laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagai-

mana tersebut pada ayat (1) -burup a dan
huruf b kepada penyldik

2) Pasal 7:

a) Penyidik sebqgnsmam dum!\sud dalam
pasal 6 ayat (1)-huruf a karena kewajibannya
mempunyai wewenang:

(1) Menerima laporan atau pengaduan dari

(4) Melakukan - ‘penangkapan,

penzhanan,
- penggeledahan dan penyitaan; s

(5) Melakukan pemer:ksaan dan penfx[aan
“surat; '

(6) Mengambxt sidik ;an dan memotret “se-
orang;

(7). Memanggil orang untuk dtdengar sebanal
- tersangka atau saksi, :

(8) Mendatangkan orang-ahli yang d:perit:kan
dalam hubungannya-dengan pemenksaan
perkara; -

(9 Mengadakan penghentian penyadlkan

(1_0) Memadakan ‘tindakan lain menurut hu—
kum yang bertanggung ;awab

b) Penyidik mempunyai wewenang sesual
dengan Undang-undang yang men]ach dasas
hukumnya masing- masing.

¢) Dalam melakukan tugasnya penytdlk
wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

5. Hak-hak tersangka atau terdakwa .+

Mengenai peraturan hak-hak tetsangka dan
terda%\wa KUHAP menggunal\an pendekatan
azas keseimbangan, keselarasan dan keserasi-
an. Hax-hak yang diberikan pada mhap pe-
ayidikan d'm penuntutan antara lain:

a. Hak tersangka segera mendapa{ pe-
meriksaan oleh penyidik dan selanjutnya di-
ajukan Lepada penuniut umum (pasal 50 ayat

.

b Hak tersangka perkaranya segera
digjukan ke pengaditan (pasal 50 ayat (2)).

¢ Hak. tersangka untuk diberitahukan
dengan jelas dalam bahasz yang dlmengem
tentang apa yang disangkakan kepadanya

pada wakiu pemeriksaan dimulai (pasal 51
huraf a).

d Pada tingkat penyidikan tessangka ber-
hak memberikan  keterangan secara bebas
kepada penyidik (pasal 52).

e.. Guna kepentingan pembelaan, ter-

seorang tentang adanya tindak pigana;
(2) Melakukan tindakan pertama pada saat di
tempat kejadian;
{3) Menyuruh berhenti sectang tersangka dan
~ memeriksa tanda pengenat dird tersangka;
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saripke-beridemeadaprar-bamtasr ki dard
penasehal hukumnya selama dalam waktu dan
padla setiap tingkat pemeriksaan {pasal 54).

f. Tersangka beshak memilih pem%hai
hukumnya (pasal 53).




8- Kewajiban pejabat pada semua tingkat
pemeriksaan - untuk menunjuk penasihat hu-
“kum dalam . hal ‘sebagaimana dimaksud pasal
' 56 ayat (1),

“'heHake mendapat bantuan hukum secara
cuma-cuma (pasal 56 ayat (2)).

Hak térsangka vang ‘ditahan untuk
menghubung: penasmat hukumnya (pasal 57
ayat (1)

j. - -Hak menuntut ganti kerugian dan_re-
habllltasx (pasaE 68) dan hak- hak iamnya yang
--masxhb y'ak lagi.

6 Faktm -‘aktor yang mempengamhi ter-
jadinya penyimpangan dalam upaya

. paksa_ .

- a. -Perlindungan  hak-hak azasi manusia
yang demikian tinggi dalam KUHAP, jaminan
terhadap hak tersangka dan terdakwa, bantuan
hukum, pengawasan yang ketat dan per-
syaratan yang berat dalam penggunaan upaya
paksa, di satu pihak, dihadapkan dengan ke-
butuhan  pelaksanaan tugas penyidikan, se-
bagai kewajiban dalam rangka memberikan
perhndungan dan jaminan atas hak atau ke-
pentmgan masyarakat, yang meliputi jiwa,
badan, harta benda, kehormatan dan ke-
merdekaan, séhingga diperlukan  tindalkan
'yéng cepat dan tepat, di pihak lain.

b. Perumusan yang kurang jelas sehingga
memmbuikan penafsiran yang beraneka ragam
dari pasai—pasal yang mengattir hak-hak ter-
sangka dan terdakwa, antara lain:

1) Pasal 62 tentang sural menyurat.
2) Pasal 56 tentang didampingi oleh pe-
nasahat hukum

s Masalah_ penangkapan, yang berkaitan
dengan
1) Bukti permuiaan yang cukup (pasal 17).
2) Untuk paling lama satu hari (pasal 19).

d. Masalah jangka waktu penahanan yang
terbatas (pasal 29).

e, masalah izin Ketua Pengaditan Negeri
{pasal 33, 38 dan 47

3) Penyiksaan/penganiayaan
sangka atau saksi, -

4) Perbuatan amoral tethadap tersangka atay
saksi. :

terhadap ter

Hal tersebut di atas antara lain disebabka"fi
kurangnya kemahiran di bidang pengetahuan
hukum dan ketrampilan teknis Reserse (pe:

nyelidikan dan penyidikan) serta lemahnya

penghayatan  dan pengama]an Kode Etlk
Kepolisian. : -

UPAYA PENGAWASAN- PERLINDUNGAN -
DAN PENINGKATAN PENGHORMATAN -
* TERSHADAP HAKCHAK AZASI MANUSIA -

7. Umum

a. Sejalan dari dampak arus globalisasi
serta transparasi informasi berbagai aspek ke-
hidupan manusia maka akhir-akhir ini tetasa
akan kebuwhan (demands) demokralisasi,
harmonisnya  lingkungan hidup serta peng-
hormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

b. Kebutuhan itu bila diamati, berlatar
belakang antara lain dari makin meningkatnya
kecerdasan masyarakat, yang membuat masya-
rakat bertambah  kritis terhadap = berbagai
masalah yang menyangkut segi-segi kehidup-
annya. Hal ini merupakan indikasi adanya
kemajuan dan perkembangan masyarakat se-
bagai - hasil  dilaksanakan  pembangunan
nasional serta pengaruh perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

¢. Oleh karena itu guna pemenuhan ke-
butuhan akan penghormatan hak-hak asasi
manusia itu diperlukan suatu lembaga Na-
sional terhadap perlindungan hak-hak asasi
dirasakan semakin intent (Harian Kompas
tanggal 28 Januari 1993). :

d. Sejalan dengan keinginan tersebut di
atas, timbul pemikiran tentang adanya suatu
upaya pengawasan ‘yang diarahkan kepada
perlindungan dan peningkaan penghormatan
terhadap hak-hak asast manusia.

8. lembaga Pengawasan vang telah ada

f.- Di dalam prakiek sehari-hari masih
terjadi hal-hal yang menyimpang, antara lain:
1) - 8alah tangkap atau salah menahan.

2) Memaksakan pengakuan.

dan RepustinT Rokih
a. Kelembagaan scsuai Undang—unchng No. 8
1ahun 1981
Kehadiran Lembaga Praperadilan dalam
KUHAP merupakan suatu hal yang menggem-
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' pirakan i dan positif; . karena. lembaga - Pra-
peradilan berfungsi sebagai afat kontrol baik
kontrol- -secara ~ horizontal * maupun  kontrol
. vertikal. Lembaga praperadilan merupakan atat
- kontroli-horizontal . dan . vertikal karena ia
y menad:-'__'iembaga pengawas. baik terhadap
'penyxd:k‘atau penyidik.: pembangun maupun
terhadap pERUNTUL Umum,
Apabiia terjadi-penangkapan dan penahan-
an -ataupun  dikenakan suaw tindakan -ain
" yang tidak sah berdasarkan undang-undang
- oleh; apara[ penegak: hukum maka tersangka
" mempunyai hak:: untuk: smengajukan - per-
mo_bon_ap ‘kepada: pengadilan: negeri: setempat
uniuk diadakan sidang praperadilan dengan
tujuan untuk menetapkan apakah penangkap-
an’ dan “penahananyang telah dilakukan
Eerhadap {ersangka adalah sah arau ridak.
- Di samping 1tu untek mengajukan per-
mo_h_onan ganti ‘rugi dan rehabilitasi. Per-
mohonan ‘ganti tugi ‘dan rebabilitasi merupa-
kan suatu ‘Rak bagi tersangka yang mengalami
perlakuan ‘hukum yang-tidak sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Masalah ini mendapat
terpat pengaturan dalam KUHAP. Dalam pe-
dotman . pelaksanaan~ KUHAP  diatur  pula
miasalah ganti rugi “dan ‘rehabilitasi 'yang di-
keluarkanpada’ 1 Agustus 1983, yang disusun
dengan‘Surat” Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 983/KMK/01/1983 - tentang Tatacara
pembayaran ‘ganti kerugian sebagai kelanjutan
daripada pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 27:tahun 1083:
~Dalam  acara pemeriksaan praperadilan
mengikuii acara ‘sidang sumir, artinya adanya
pemeriksaan : yang wcepat karena terdakwa
tidak --Banyak - membantah : dan keterangan-
keterangan yang diperdlukan termasuk segala
barang bukti. mudah untgk dibuktikan, De-
ngan demikian tidak teruup kemungkinan
untuk diadakan: tanya jawab antara terdakwa
sebagai .pemohon, -yang .adakalanya diwakili
oleh penasehat hukumnya. Tujuan daripada
diadakan tanya fawab itu untuk mencari ke-
benaran. dengan pembuktian formil maupun

peradilan bertujuan untuk men;elaskan atau
memperhatikan apa * permohonan  pemolion
maupun untuk mendengar alasan-alasin ma-
terifl yang dapat diberikan atau diterangkan
oleh semua pihak yang terlibar di daiamﬁjﬁ
Dengan- adanya cara seperti ini, maka; haklm
dapat mengadakan pemeriksaan dengan . pe-
nuh keseksamaan berdasarkan hati nuramnya
yang jujur sebelum ia memuwsl\an ~per:
mohonan praperadilan.

Dengan putusan praperadilan. sebaﬁa;mana
diatur delam pasal 82 ayat 1 huruf. ¢ KUHAP
menentukan bahwa pemeriksaan di[at\_.u_kan
secara cepat dan selambat-lambatoya dalam
wakt tjuh hari bakim harus sudah men]atuh-
kan' keputusannya. ‘Hal ‘ini perlu diatur “dan
ditegaskan agar sefiap pencari headllan men-
dapat kepastian hukum. Putusan vang .ielah
dijatubkan -oleh hakim tunggal pada: 'sidang
praperadilan * tidak dapat dimintakan per—
mohonan banding maupun kasasi. | s

Perihal putusan yang tidak dapat dlmmta-
kan  banding dan  kasasi oleh: pemben[uk
undang-undang ditegaskan d'ﬂam pasal 85
ayat I'KUHAP: : .

Alasan dar:pada tidak dapat d;mm kan
banding dan kasasi dalam putusan praper~
adilan karena adanyz keharusan penyelesman
perkara-perkara  praperadilan  dalam _waktu
yang singkat dan cepat. Selain itu a_da juga
kewenangan pengadilan, untuk meh'ﬁadakan
pengawasan. Kekurangan daripada ke[eatuan
bahwa, hakim praperadilan dalam memuius—
kan permohonan praperadilan tidak dapat
dimintakan banding dan kasasi memm_!_:)u_[i\an
kesan bahwa, keputusan yang akan diperoleh
it hampir tidak ada kesamaan pada tingkat
pengadilan ini, Keadaan seperti ini bukan
hanya saja merugikan pihak pencaci keadilan
demi kepastian hukum melainkan juga dapat
membuat apa yang disebut praperadtlan itu
suatu lembaga yang tidak ada arunya sama
sekali.

Dikatakan itu bahwa tidak ada artinya

T T T S R AT
adalah bebas dan aktif memegang . peranan
dalam persidangan. Tanya jawab vang di-
lalzukan antara pthak termohon dan pemohon
melalui hakim yang memimpin sidang pra-
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ain - hukum  yang - diberikan  ofeh” hakim
praperadilan pada pengadilan negeri tersebut
mesupakan pertimbangan- pemmban gan'yang
subyektif semata. '




: b Kelembagaan :sesual  dengan Undang-
_undéng No. 10/90 tentang Peradiian Tata
- Usaba Negara .

b Dalam konsiderans Peradilan TUN babwa
'Negara Repubhh Indonesia, sebagai Negara
- Hukum yang berdasarkan Pancasila dan -UUD

1945, bertu;uan mewujudkan  tata kehidupan
"bangsa yang se]ahtera -aman, . tenteram dan

ewu;udixan taa, kehldupan ter-
: . an ‘menjamin - persamaan kedudukan
: -'Zwarga negara _dalam hukum, diperiukan-upaya
untuk menegakkan ketectiban, keadilan, ke-
benaran dan-kepastian hukum vang mampu
memberikan. pengayoman kepada masyarakat,
.khususnya cia am hubungan antara masyaralnt
dan Badan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian komplain oleh masya-
rakat. te{hadap pelaksanaan administrasi Ne-
gara yang . keliru - dilakukan - melalui proses
peradilan tata.usaha negara. :

9.. Upaya Peningkatan Pengawasan

#+a. Meskipun KUHAP telah . menyiapkan
iémbaga praperadilan sebagai lembaga peng-
awas . baik terhadap penyidik atau penyidik
pembantu maupun terhadap penuntut umum,
namun dalam praktek hukum sehari-hari, khu-
Susnya masalah ganti kerugian dan rehabilitasi,
;uga masalah praperaditan, tampak. pelaksana-
annya tersendat-sendat. Hal itu antara lain
disebabkan kurang pemahaman tentang pe-
ngertian, prosedur dan tata cara permohonan
ganti kerugian dan rehabilitasi, juga masalah
praperadilan.

b. Di samping itu masih terjadi hal-hal
lain (selain kesalahan penangkapan, penahan-
an dan penghentian penyidikan) yang cukup
meresahkan masyarakat dan menggugah rasa
keaditan dan perlindungan hak-hak asasi
manusia, yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum, khususnya Polri selaku penyidik dan
penyidik pembantu, vang apabila tidak di-
ambil langkah-langkah pencegahan dan pe-

kan suatu hal yang bersifat kontradikiif atay
ditematis, yaitu di satu pihak barus memper-
hatikan  pedindungan hak-hak asasi ter
sangka/pelaku kejahatan/pelanggaran, di lain
pihak juga harus mengingat kerugian yang

diderita korban kejahatan/pelanggaran serta -

keinginan masyarakat yang lebih luas agar di-
tegaklkannya keadilan. _
Hal tersebut. di atas, menuntut "kearifan®

penegak hukum (khususaya Polri), yang pada =

gilirannya ditungut pula. kemahiran yang dj-
landasi = dengan
bukum dan ketrampilan teknis penyidikan.

d. Upaya peningkatan pengawasan de-
ngan mewujudkan terbentuknya suatu, Dewan
Pengawas Perlindungan dan  Peningkatan
Penghormatan terhadap Hak-hak asasi ma-
nusiz, akan berkaitan dengan kesiapan aparat
penegak hukum itu sendiri (Polri, Hakim dan
petuntut umum), vang dalam hal ini dijajatan
Polri masih dirasakan adanya berbagai ke-
lemahan  anggota penyidik dan penyld:k
persbantu, yang Tain disebabkan:

1) Sekitar 70% anggota penyidik dan penyid_ik
. pembantu belum memiliki kualifikasi/pen-
didikan kejuruan reserse.

2) Sarana/prasarana dan angparan pelaksana—

.. an tugas penyidikan belum memadai.

€. Realisasi pembentukan Dewan Peng-
awas tersebut kitanya dapat dilakukan secara
beriahap, yaitu;

1) Tazhap Pertama (Jangka Pendek):

a) Peningkatan kemampuan penyidik dan
penyidik pembanty melfalui pendidikan
kejuruan dan latthan rutin di Kesatuan.

b) Peningkatan sarana/prasarana dan anggar-
an guna mendukung pelaksanaan tugas.

¢} Peningkatan pengawasan intern secara
berjenjang dan berlapis yang merupakan
fungsi komando.

2} Tahap Kedua (Jangka Sedang):

a) Peningkatan penyuluhan hukum kepada
masyarakat.

ST YA AR aL,  akan mempengarahi
citra dan wibawa penegak hukum di mata
masyarakat.

¢. Kenyataan di lapangan, dalam praktek
penegakan hukum (khususnya Polrd), dihadap-

b) Pembentukan lembaga Victimologi, yaitu
yang menangani korban kejahatan/pelang-
garan, sehingga pada tingkat awal terjadi
hubungan para pihak antara korban dan
tersangka.
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penguasaan  pengetahuan :




3 Tahap Ketiga 'Uzi’rigka-?anjang): o

a) Pemngkatan koordma51
© hukum (8. _
b) Pembentukan Dewan Pengawas Per-
'“'_""imciungan dengan dirasa perlunya di-
©“rimbangi ~dengan - pemngkatan kual:tas
' pelayanan Polri ‘dan kemampﬁan pro-
- fesionalisme terutama  yang . berkaitan
'dengan ‘penanganan/penyidikan  perkara
“yang®dalam " pelaksanaan tugasnya -ber-
. ““kaitan dengan masalah pen:ngkatan peng-
: '-‘-*honnazan terhaciap HAM

antar  penegak

PENUTU?- -

10. Kesimpuian

.4 D1 Indonesia, hak-hak asasi manusia
sangat dijunjung tinggi. Hal ini tampak pada
Pancasila_dan Undang- undang Dasar 1945,
yang penjabarannya tertuang dalam Undang-
undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ke-
tentuan- ketentuan Pokok Kepolisian Negara
RI, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970
teniang Ketentvan-ketentuan Pokok Kekuasa-
an Kehakiman, Undang-undang Nomor 15
tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Po-
kok Kejaksaan, Undang-undang Nomor 8
tahun 1981 tentang KUHAP dan UU no. 10
tahun 1986 tenmng Perad:lan ‘Fata Usaha
Negara.:. = :

b. Meskipun telah tersedia lembaga peng-
awasan  yaitu lembaga Praperadilan serta
Rehabilitasi- dan Ganti Rugi, namun dalam
praktek hukum sehadi-hari masih  dirasakan

kurang di dalam hal perlindungan dan peng—
hormatan lerhadap hak-hak asasi manusm
sehingga timbul keinginan mewujudkan® ter-
bentuknya ' Dewan . Pengawas agac: per-
lindungan dan penghormatan terhadap
hak asasi manusia lebih terjamin.

¢. Keinginan ‘mewujudkan terbentuknya
Dewan Pengawas yang bérsifac nasional'akan
berkaitan dengan kesiapan aparat penégak
hukum, karena apabila bal ini tidak dijadikan
atensi * khusus, - tidak ‘mustahil akan"‘menjadi
bumerang bagi penegak hukum.

11. Saran-saran

a. Sebelum terwujud terbentuknya Dewan
Pengawas (yang bersifat nasional) kiranya
perlu dilakukan langkah-langkah penyiapan,
khususnya bagi Polri  perlu diupayakan pe-
ningkatan’ di berbagai aspek, baik aspekper-
sonil, sarana/prasarana dan anggacan  Serta
aspek pengawasan berjenjang berlapis secira
organisatoris dan fungsional.

b. Realisasi pembentukan Dewan “Peng-
awas Perlindungan dan Peningkatan Peng-
hormatan terhadap Hak-hak Asasi Manusia
dilaksanakan secara beriahap, - vaitu - 'hal-hal
yang pertu dilaksanakan dalam jangka ‘pen-
dek, jangka sedang dan jangka panjang.

Demikian penulisan ini, disajikan dengan
harapan dapat dijadikan bahan masukan bagi
upaya peningkatan pengawasan perfindungan
dan penghormatan terhadap hak-hak . asasi
manusia.
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